
 

 

 
                          BUPATI CIAMIS 
               PROVINSI JAWA BARAT 

 
        PERATURAN BUPATI CIAMIS 

        NOMOR   7   TAHUN  2021 

  

               TENTANG  
 

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI 

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN CIAMIS 

 

     DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

            BUPATI  CIAMIS, 

Menimbang  :  a. bahwa untuk meringankan beban kewajiban masyarakat 

khususnya wajib pajak PBB-P2 ditengah merebaknya pandemi 

Covid-19, perlu dilakukan upaya berupa pemberian 

insentif/stimulus terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan; 

    b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

perlu mengatur Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 

Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.  
 

Mengingat     :  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Barat; 

 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa; 

3.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme; 

4. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

5.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

6.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah; 

8.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis  Nomor  3 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

sebagamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; 

18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 60 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 

19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2018 tentang Tugas, 

Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan      : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI 

ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN CIAMIS. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah Kabupaten. 

3. Bupati adalah Bupati Ciamis. 

4. Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang 

diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Ciamis; 

6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk 

membayar seluruh pengeluaran daerah; 

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada 

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat; 

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnta disebut 

PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan; 

9. Wajib Pajak adalah pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 

10. Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun kalender; 

11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam 

masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan 
ketentuan Peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah; 

12. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 

disebut Piutang PBB-P2 adalah Piutang berdasarkan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020; 

13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah 

surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan 
besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak; 

14. Penghapusan Sanksi Administrasi adalah Penghapusan Sanksi Administrasi 
berupa denda yang diberikan kepada Wajib Pajak yang membayar piutang 
pajak PBB-P2 sampai dengan Tahun Pajak 2020. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Penghapusan Sanksi Administrasi dimaksudkan untuk mendorong Wajib Pajak 

dalam melaksanakan pembayaran pajak yang terutang dengan memberikan 

pembebasan Sanksi Administrasi berupa denda atas keterlambatan pembayaran 

PBB-P2. 
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Pasal 3 

Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 bertujuan:  

a. memberikan insentif kepada Wajib Pajak PBB-P2 dalam menghadapi situasi 

pandemi Virus Covid-19. 

b. mendorong Wajib Pajak membayar Pajak PBB-P2 sesuai SPPT sampai dengan 

Tahun Pajak 2020;  

c. meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PBB-P2; dan  

d. memperkuat basis data Wajib Pajak PBB-P2. 

 

Pasal 4 

(1) Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 diberikan kepada Wajib Pajak 

untuk pajak yang terutang sebelum Tahun Pajak 2021.  

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib 

Pajak atas pembayaran piutang pajak sampai dengan Tahun Pajak 2020. 

 
BAB III 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

Pasal 5 

Jangka waktu pelaksanaan Penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan 

pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku pada 

periode pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis 

 

 
Ditetapkan di Ciamis 

pada tanggal 29 Januari 2021 
 

BUPATI CIAMIS, 

 
Ttd/Cap 

 

H. HERDIAT SUNARYA 
 

Diundangkan di Ciamis 
pada tanggal 29 Januari 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, 

 
 

Ttd/Cap 
 

H. TATANG 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 7 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

Ttd/Cap 

 

DENI WAHYU HIDAYAT, SH. 

NIP. 19781209 200901 1 001 


